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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA  

  

A Landasan Teori   

B Pengertian Pernikahan  

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat, karena tidak hanya melibatkan kedua mempelai (suami-istri), tetapi 

juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak serta kehidupan bersama dalam 

masyarakat. Pernikahan tidak hanya dilakukan untuk keperluan sesaat, tetapi juga 

dimungkinkan hanya sekali seumur hidup. Hal ini dikarenakan pernikahan 

melibatkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang 

didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa9. Dalam pernikahan, 

tidak cukup hanya ada ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi keduanya harus ada. 

Hal ini karena ikatan lahir batin merupakan dasar yang sangat penting dalam 

membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.  

Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan sebagai 

"hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.10."  

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat lima unsur terkait ikatan perkawnan 

itu sendiri Adapun lima unsur tersebut antara lain sebagai berikut ini :   

1. Ikatan Secara Lahiria dan Batinia   Ikatan secara batinia dan lahiria merupakan 

ikatan yang mana seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang memiliki 

tujuan hidup untuk menjalin hubungan keluarga yang mana hubungan tersebut 

di akui oleh Hukum, Negara serta Agama  Sedangkan ikatan emosional adalah 

ikatan yang bersumber antar individu seorang laki-laki dan Perempuan yang di 

rasakan oleh kedua orang serta tidak dapat dibuktikan secara fisik atau wujud 

 
9 Khoirul Abror. 2020. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta. Ladang Kata. h 148  
10 Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
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hal ini disebut dengan ikatan intrapersonal. Ikatan batin inilah yang mana akan 

menjadi sebuah pondasi terbentuknya suatu keluarga   

2. Berlangsungnya ikatan perkwanian antara seorang laki-laki dan Perempuan  

Ikatan  perkawinan   dilangsungkan antara seorang pria dan seorang Wanita hal 

ini sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku. Selain pada itu hubungan 

ikatan perkawian dalam syariat islam hanya boleh antara seorang pria dan 

Wanita baik dalam undang-undang dan peraturan lainnya perkawiana hanya 

dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan   

3. Adanya Hubungan Suami dan Istri   

Ketika seorang laki-laki dan Perempuan melangsungkan ikatan perkawianan 

didasarkan pada peraturan yang berlaku baik peraturan Agama, Undang-undang 

atau peraturan lainnya hal ini baru bisa dikatakan adanya hubungan suami istri 

karena pernikahan yang di langsungkan tidak melanggar undang-undang yang 

berlaku  

4. Bedasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa  

Keluarga adalah sebuah entitas yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang 

menjadi pondasi utama dalam struktur masyarakat. Menciptakan kebahagiaan 

dalam keluarga adalah tujuan utama dari pernikahan11.  

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dalam 

hukum Islam adalah suatu akad pernikahan yang sangat ketat, yaitu mitzsakan 

ghalizan, untuk mengikuti perintah Allah dan dilakukan sebagai ibadah. 

Merayakan pernikahan merupakan perintah Allah  sekaligus melaksanakan ibadah 

sesuai tintutan yang berlaku.. Oleh karena itu, ketika menjalani kehidupan rumah 

tangga, Allah akan memberikan kemudahan terutama dalam hal rezeki.  

Kemudahan rezeki ini diberikan karena sebelum menikah, rezeki yang didapatkan   

hanya untuk satu orang, tetapi setelah menikah, pendapatan  yang didapatkan 

menjadi untuk dua orang.  

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan, yaitu:   

 
11 Khumedi Ja‟far, 2019. Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis. Surabaya.  

Gemilang. h 15  
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1. R. Subekti menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan  sah antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Pernikahan antara 

dua pria dan satu wanita diharapkan dapat bertahan lama, bahkan seumur hidup.  

Merujuk pada beberapa penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa 

perkawinan adalah suatu ikatan  batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk jangka waktu yang lama dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

dalam peraturan yang berlaku. Syarat tersebut antara lain izin  orang tua dan batasan 

usia untuk menikah.  

Apabila seseorang menaati ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor  

keluarga  bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang didirikan atas dasar keimanan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. ” Dalam penafsiran tentang Undang-undang Nomer 1 

tahun 1974 tentang perkawinan menyatahkan pernikahan memiliki tujuan untuk 

membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang nayama tidak banyak pertengkaran 

serta seorang pasangan suami istri harus saling tolong menolongn dalam urusan kelurga 

untuk terciptanya kelurga yang sejaterah, harmonis, dan bahagia  

Dalam  bentuk perkawinan ini, diharapkan rumah tangga dapat bertahan seumur 

hidup dan perceraian dihindari. Sementara itu, bentuk keluarga yang bahagia terkait 

dengan keturunan. Menurut perundangan, tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan 

suami istri, untuk memiliki keturunan, dan untuk menjaga keagamaan dalam keluarga 

yang memiliki kedudukan sebagai orang tua  Tujuan perkawinan menurut perundangan 

ini lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat, di 

mana masyarakatnya mengikuti sistem kekerabatan yang patrilineal (berdasarkan garis 

ayah), matrilineal (berdasarkan garis ibu), dan bilateral (melibatkan keluarga dari pihak 

ayah dan ibu).  

Tujuan utama perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Kehadiran 

keturunan membuat kehidupan berumah tangga  dalam keluarga menjadi lebih tenang, 

damai dan bahagia. Anak juga berperan dalam menjamin kelangsungan hidup keluarga. 

Konflik bisa saja timbul dalam keluarga  karena tidak adanya anak. Menurut Pasal 3 

Kitab Undang-undang Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah 

kehidupan keluarga yang harmonis sejaterah dan bahagia Dalam peraturan dan aturan 

di dalam hukum Islam, pernikahan membantu menjaga agama, menghasilkan keturnan 

atau anak , mencegah pergaulan bebas, dan memajukan keluarga yang damai dan tertib. 
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Ahmad Azhar Bashir berpendapat bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk 

memenuhi naluri hidup manusia, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, 

serta untuk mencapai kebahagiaan keluarga, sesuai dengan ajaran Allah dan 

RasulNya.12.  

Maksud dari pernyataan tersebut adalah  perkawinan dilakukan untuk memenuhi 

keinginan atau hasrat individu laki-laki dan perempuan untuk saling menjalin 

hubungan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ini merupakan awal  terwujudnya 

kebahagiaan menurut ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuan 

perkawinan bukan hanya untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga untuk memajukan 

agama Allah kepada keturunannya dengan menaati perintah dan larangan Allah..  

C  Macam-macam Syarat dan Rukun Perkawinan    

Agar dapat melangsungkan pernikahan, calon mempelai harus memenuhi 

persyaratan dan rukun perkawinan terlebih dahulu. Rukun perkawinan merupakan 

esensi dari pernikahan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun perkawinan, 

pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Menurut ajaran agama Islam, dan dalam 

Kompilasi Hukum Islam terdapat lima rukun perkawinan, yaitu:  

1. Adanya calon Laki-laki dan Perempuan   

2. tidak ada paksaan antara keduanya   

3. Ada orang yang menikahkan atau pengguhuku baik wali atau petugas   

4. Adanya saksi yang mengetahui pernikahan   

5. Adanya akad nika serta ijab Kabul yang di langsungkan  Persyaratan persyarataan 

nika dalah hal-hal yang wajib ada dalam pernikahan, namun bukan merupakan 

bagian dari hakikat pernikahan seperti dalam rukun pernikahan. Apabila 

perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syaratsyarat yang  ditentukan, 

 
12 Anwar Rahmad, Prawita Thalib, 2020. Hukum Pernikahan  Indonesia (dalam prefektif hukum perdata, hukum 

islam, dan hukum administrasi). Kencana.  hal. 5-8  
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maka  yang berwenang tidak boleh melaksanakannya atau dihalangi oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.13.  

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang pernikahan terdapat pasal yang 

mengatur tentang bagaimana syarat sah nya pernikahan peraturan tersebut tertera 

padal Pasal 2 tetentang undang-undang pernikahan Adapun syarat sah nya 

pernikahan sesuai pasal tersebut sebagaimana berikut ini :  

- Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik agama maupun undang-

undang   

- Setiap pernikahan harus di daftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku   

- Tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku  

Peraturan perundang-undang tentang pernikahan dalam pasal 8 mengatur syarat 

materiil yang mana harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. 

Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukukan atau 

dilaksanakan apabila seseorang yang memiliki hubungan sebagaiman berikut ini :   

- Hubungan sedarah melibatkan garis keturunan secara vertikal, baik ke atas 

ataupun kebawa   

- Hubungan darah melibatkan garis silsilah  keturunan secara horizontal,  

- Hubungan semenda dalam satu keluarga yang terikat   

- Hubungan seara persusuan dalam lingkup satu keluarga   

Dalam syarat perkawian tidak hanya syarat materiel saja namun terdapat syarat 

formil yang mengatur tentang hal tersebut Adapun sayart formilnya mengenai acara 

pernikahan tersebut  diatur dengan undang-undang tersendiri”.”.   

Kita semua sudah mendengarkan penjelaan di atas mengenai syarat 

berlangsungnya pernikahan. Melihat dari penjelasan diatas kita bisa mengetahui 

bahwa saat melangsungkan pernikahan kita tidak boleh mengeyampingkan 

 
13 Wati Rahmi Ria. 2018. Hukum Perdata Islam. Anugra Utama Raharja. Bandar Lampung. hal 96-99  
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undang-undang maupun aturan yang berlaku baik Agama, ataupun peraturan 

pemerintah yang berlaku 14.  

D Perceraian  

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia),menerangkan bahwa  kata cerai  

mempunyai arti: perpisahan, keretakan keluargayang telah melangsungkan 

perkawinan, perceraian. Sedangkan kata cerai mempunyai arti: perpisahan, 

berkaitan dengan perceraian dan pembagian suami istri. Sedangkan kata cerai 

mempunyai arti: tidak akur lagi, berhenti menikah sebagai suami istri.15.  

Dalam peraturan perundang-undangan tentang pernikahan menyatakan bawa 

peceraian bisa terjadi karena beberapa akibat sepertihalnya, terjadi kematian sala 

satu pasangan, peceraian itu sendiri, dan putusan pengadilan yang menyatakan 

berahirnya pernikahan atau perceraian adapaun beberapa peristiwa yang dapat 

mengakibatkan peceraian sebagaiman berikut ini   

- Peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan peceraian aseperti halnya sala satu 

dari pasangan tersebut meninggal dunia   

- Putusan pengadilan yang menyatakan berahirya hubungan pernikahan antara 

seorang suami dan istri  

Dalam konteks fiqih, istilah "Talaq" digunakan untuk mengahiri atau 

menyelesaika suatau hubungan. Sedangkan istilah "Furqah" sering digunakan 

untuk merujuk pada perceraian, yang berarti lawan dari berkumpul. Para ahli fiqih 

menggunakan kedua istilah ini merujuk pada “perceraian antara suami dan istri. 

Tentang perceraian tidak di atur dalam ilmu agama saja namun perceraian diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang pernikahan  dan 

peraturan pemerintah pelaksana undang-undang. Adapaun percerai dapat 

dilakukan apabila :  

- Perceraian hanya dapat dikabulkan apabila jalan mediasi yang dilakukan oleh 

pengadilan tidak bisa mendamaikan antara suami istri erta tidak tercapainya kata 

 
14 Ibid hal 98-100  
15 KBBI   
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damai Perceraian hanya bisa dilakukan apabila ada alasan yang sanagt mendasar 

yang tidak bisa di hindari lgi serta antara suami istri sudah tidak memungkinkan 

untuk menjalin hubungan dan berumah tangga   

- Pelaksanaan  perceraian sebelum persidangan telah diatur degan beberapa 

ketentuan  dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  

Pelaksanaan Perceraian di lingkungan pengadilan agama tidak diatur dalam 

hukum islam dan  mazhab manapun, termasuk Syiah Imamiyah. Alasannya karena 

talak, khususnya talak, merupakan hak mutlak  suami yang dapat digunakan 

kapanpun dan dimanapun tanpa harus memberitahu atau meminta izin siapapun. 

Menurut fiqh, perceraian merupakan masalah privat dalam perkawinan yang tidak 

perlu diatur dengan peraturan negara..  

E  Cerai Ghoib / Mafqud   

Dalam hukum islam serta Kompilasi hukum islam mengenai perceraian 

menyatakan bahwa peceraian yang mana di langsungkan secaara goib atau Mahfud  

diataur dalam pasal 116 kompilasi hukum islam huruf b yang menyatakan bahwa : 

“satu salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa sebab yang wajar atau karena alasan lain di luar 

kesanggupan pihak lain tersebut..”  

  

F  Dasar Hukum Cerai Talak   

Menjalani kehidupan dalam ikatan pernikahan adalah tuntutan agama dan ajaran 

Rasulullah. Hal ini sesuai dengan kehendak Islam. Sebaliknya, menghindari 

pernikahan bertentangan dengan tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah serta 

melanggar kehendak-Nya dalam menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan, 

kasih sayang, dan ketenangan.  

Dalam agama islam perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak diperblehkan 

namun ada hal-hal khusus yang mengatur bahwa peceraian dapat dilakukan bilamana 

rumah tangga tersebut tidak memungkinkan untuk di pertahankan lagi, namaun 

dalam kontes hukum fikih peceraian memang di perbolehkan akan tetapai kegiatan 
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tersebut masuk dalam kegiatan yang makruh atau di disenangi oleh Allah, peceraian  

talak dapat melalui tahapan-tahapan yang dianjurkan16.  

Meski tidak ada ayat dalam Alquran yang memerintahkan atau melarangnya, 

Talak artinya boleh. Meski situasi pasangan stabil dan tidak ada perubahan yang 

mengkhawatirkan, beberapa peneliti masih meyakini bahwa perceraian merupakan 

tindakan pelecehan. Nabi menyebutnya bhawa kegiatan perceraian merupakan 

perbuatan yang halal dan tidak apa-apa namun kegiatan tersebut sangat dibenci oleh 

Allah namun hukumnya tidak haram, dalam kontek tersebut hukum islam ingin 

menunjukan perceraian talak di anggap makruh namun dapat dilakukan dan tidak 

ada hukum islam yang melarangnya apabia keadaan rumah tangga serta hubungan 

rumah tangga tidak dapat di selamatkan serta sudah tidak bisa dipertahankan seagai 

keluarga yang harmonis adapaun perceraian dapat dilakukan apabila :   

- Talak perlu apabila sudah tidak memungkikan untuk dipertahankan rumah 

tangganya serta sudah tidak dapat menjalankan hubungan yang baik dalam 

rumah tangga tersebut   

- Perceraian itu wajib atau harus diumumkan,  oleh hakim bagi seseorang yang 

telah bersumpah untuk menalak istri serta bersumpah tidak melakkan 

berhubungan intim dengan istrinya sampai batas waktu yang tidak ditentukan  

tetapi hal tersebut belak apabila talak tersebut masuk dalam katagori talak 1   

- Diharamkan menceraikan tanpa sebab pada saat wanita tersebut sedang haid 

atau suci dan diancam dalam waktu tersebut..  

- Makruh adalah hukum perceraian yang asli. Menurut para ahli hukum islam 

serta para ulama menyatakan  “cerai yang sah adalah perceraian yang 

dikabulkan oleh suami yang cukup umur dan waras; Jika sang suami sedang gila 

atau mabuk sehingga ia tidak menyadarinya, maka perceraian sama percumanya 

dengan menceraikan suami yang belum baligh. » Perceraian tidak sah bukan 

hanya karena suami gila, mabuk, atau di bawah umur. Apabila hal itu dilakukan 

oleh suami karena paksaan dan bukan karena kemauannya, maka perceraian itu 

tidak sah. Begitu pula dengan perkataan suami yang sedang marah membuat 

 
16 Ibid hal 129  
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perkataannya menjadi tidak jelas dan ia sendiri tidak menyadarinya. Kemarahan 

menurut Sayyid Sabiq ada tiga macam. Kemarahan membuat seseorang   

kehilangan akal dan tidak menyadari apa yang diucapkannya. Pertama, dalam 

keadaan demikian tidak ada perbedaan pendapat mengenai “batalnya 

perceraian”. Kedua, kemarahan tidak mengakibatkan hilangnya kesadaran akan 

makna perkataan, sehingga kesadaran tersebut menjadikan perceraian “sah”. 

Ketiga, ia sangat marah namun tidak kehilangan akal sehatnya: jika ia berniat 

menceraikan, maka talaknya dianggap sah. Namun jika tidak dimaksudkan 

untuk itu, para ulama hanya menganggapnya sebagai lelucon dan 

menyatakannya tidak sah, padahal ada ulama lain yang menyatakan sah. Karena 

ucapan talak tidak boleh dianggap sebagai lelucon, karena dengan perkataan 

yang hanya sekedar permainan kata, talak dapat dianggap mempunyai nilai 

hukum..  

G Macam-Macam Talak   

- Talak satu atau talak adalah merupakan talaq dimana suami dapat kembali 

kepada isterinya dalam masa iddah tanpa harus kawin lagi. Namun, seorang 

perempuan dapat menolak  rujuk jika ia pernah berhubungan seks dengan 

suaminya. Talak seperti ini termasuk dalam  talak golongan pertama dan kedua.  

  

- Talak dua atau ba'in adalah merupakan salah satu talak yang mana suamai hanya 

bisa Kembali kepada istinya apabia telah dilaksanakan pernikahan Kembali . 

Talak Ba'in artinya kedua belah pihak tidak  mewarisi meskipun istri masih 

dalam masa iddah. Talak seperti ini ada dua macam yaitu:  

a. Talak ba'in kecil atau suqrho adalah jenis sebuah talak yang dilakukan 

sebanyak satu sampai dengan  dua kali dan dalam tata cara talak ini istri 

memberikan iwadh (uang pengganti). Perceraian ini disebut juga  dengan  

khulu'. Selain itu, talak juga dikabulkan bagi istri yang tidak pernah 

mengalami kesulitan. Perceraian ini juga dapat atas persetujuan hakim atau 

atas dasar sumpah untuk tidak  berhubungan badan dengan isteri setelah 4 

bulan.  

b. Talak Ba'in Kubra (besar) merupakan salah satu dari tiga jenis talak. Talak 

rangkap tiga ini dapat digunakan secara langsung maupun bertahap. Jika 
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seorang suami telah melakukan talak sebanyak 3 (tiga) kali kepada isterinya, 

maka daripada itu dapat kembali bersatu dengan isteri tersebut hanya jika 

isteri tersebut  menikah dengan seorang laki-laki lain dan selama 

perkawinan itu melakukan hubungan layaknya suami istri , kemudian 

menceraikan dan menyelesaikan masa iddahnya.17  

- Talak menurut mazhab Sunni adalah talak menurut ajaran agama, yang mana 

talak dinyatakan bila wanita tersebut suci, belum pernah melakukan hubungan 

heteroseksual atau sedang hamil,  talak  hanya dinyatakan Ayah satu kali saja. 

Perceraian jenis ini dianggap sah menurut hukum.  

- Talak Bid’i merupakan  jenis talak yang melenceng atau tidak sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan agama islam,  talak diterima pada saat pihak perempuan 

dalam keadaan suci dan terganggu atau pada saat pihak perempuan sedang haid. 

Perceraian jenis ini dianggap haram, namun tetap diakui sahharam, namun tetap 

diakui sah.18  

H  Akibat Perceraian Talak  

Akibat hukum yang timbul dari adanya cerai talak berbagai macam akibatnya 

Adapun akibat hukumnya antara lain sebagaiman berikut ini :   a. Terhadap istrinya   

Menurut Pasal 149 KHU, apabila sebuah perkawinan berakhir yang mana 

diakibatkan oleh  perceraian, maka manta suamai harus memberikan nafka yang 

mana sudah disepakati sejak awal peceraian baik berupa uang ataupaun barang 

yang telah disepakati  

b. Terhadap Anaknya  

Dalam hal ini akibat hukumnya bagi anak apabila anak tersebut merupakan anak 

hasil hubungan pernikahan atau setelah berlamgsungnya pernikahan maka manta 

suami wajib memberikan nafka kepada anak tersebut sedangkan bila mana anak 

tersebut hasil  hubungan diluar pernikahan makan anak tersebut tidak ada 

perlindungan hukum atas nafka yang diberikan kepadanya hal ini teah diatur dalam 

peraturan undang-undang tentang pernikahan yaitu undang-undang nomer 1 tahun 

1974.  

 
17 Anwar Rahmad, Prawita Thalib, 2020. Hukum Perkawinan Indonesia (dalam prefektif hukum perdata, hukum 

islam, dan hukum administrasi). Kencana.  hal. 231-233  

  
18 Ibid hal 333  
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Dalam undang-uandang tentang pernikahan dan putusan Mahkama Konstitusi 

menngatakan bahwa anak yang didapat sebelum adanya pernikahan atau anak hasil 

luar pernikahan tidak memiliki hungan dengan ayah kandung dikarenakan 

hubungan anak hasil luar pernikahan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja 

serta tidak meiliki hungan baik secara vertical ataupun horizontal dengan ayahnya  

Selain dari keterangan diatas adabeberapa  akibat hukum yang dapat terjadi 

akibat perceraian adalah kewajiban pemenuhan nafkah kepada anak. Meskipun 

perkawinan telah berakhir, kewajiban suami dan istri sebagai orang tua terhadap 

anak mereka tidak berakhir. Jika suami memberikan talak kepada istrinya, ia wajib 

memenuhi nafkah anak, termasuk dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan 

kebutuhan sehari-hari anak yang sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam 

Pasal 45.  

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaikbaiknya  

- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku hingga anak 

tersebut menikah atau mampu mandiri. Kewajiban ini akan terus berlaku 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir.  

I  Mut’ah  

Secara bahasa mut’ah berasal dari kata mata’a yang berarti memberi, menambah, 

tambahan kenikmatan, menenangkan dan menyenangkan. Secara etimologis, kata 

mut’ah berarti manfaat atau kesenangan, yaitu suatu bentuk pemuasan kebutuhan dasar 

atau menjaga terpuaskannya kebutuhan dasar tersebut. Dalam konteks talak, mut’ah 

diartikan sebagai pemberian seorang suami kepada istri yang diceraikannya setelah 

talak diumumkan.  

Nafkah mut'ah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah 

diceraikan secara tegas. Pemberian ini dapat berupa uang, barang, atau bantuan apa pun 

sebagai tanda penghormatan dan dukungan dari mantan suami kepada mantan istrinya. 

Pemberian ini juga bertujuan untuk menghibur istri yang telah diceraikan19. Oleh karena 

 
19 Anwar Rahmad, Prawita Thalib, 2020. Hukum Perkawinan Indonesia (dalam prefektif hukum perdata, hukum 

islam, dan hukum administrasi). Kencana.  hal. 228  
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itu, nafkah mut'ah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mantan suami 

kepada mantan istri sebagai bentuk penghiburan bagi istri yang telah diceraikan.  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


